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ABSTRACT 
The conflict arising between small-scale fishers and fisheries law enforcement 

authorities represents a persistent socio-ecological dilemma within the framework of coastal 

governance, particularly in policy environments that prioritize environmental conservation 

through the enforcement of strict fishing regulations. This study investigates the complexities of 

public perceptions surrounding disputes between fishers and the Ministry of Marine Affairs and 

Fisheries (KKP), focusing on how law enforcement practices, environmental sustainability 

discourses, and fishers’ livelihood interests are articulated and contested within digital public 

arenas. This research adopts a field research approach, with data analyzed using NVivo 15, 

drawing on 211 public narratives related to fisheries law enforcement incidents. The findings 

indicate that public reactions are shaped not only by issues of regulatory compliance but also by 

perceptions of injustice, surges of social emotion, and the structural vulnerabilities faced by 

small-scale fishers. While concepts of environmental protection and sustainable fisheries 

management are acknowledged within public discourse, such themes are often subordinated to 

livelihood security imperatives and demands for social justice. This study argues that fisheries 

conflicts cannot be comprehensively understood solely through an institutional legal framework; 

rather, they must be examined as social phenomena intrinsically linked to collective emotions, 

identity, and public trust in governmental institutions. These insights enrich the discourse on 

socio-ecological governance by underscoring the need for participatory, communicative, and 

socially legitimized law enforcement practices that reconcile marine conservation objectives 

with the socio-economic resilience of coastal communities. 

Keywords: coastal fisheries governance, fisheries conflict, small-scale fishers, public perception, 

digital discourse analysis 

 

ABSTRAK 
Konflik yang timbul antara nelayan skala kecil dan otoritas penegak hukum perikanan 

mewakili dilema sosio ekologis yang terus menerus dalam kerangka tata kelola pesisir, 

terutama dalam lingkungan kebijakan yang memprioritaskan konservasi lingkungan melalui 

penerapan peraturan penangkapan ikan yang ketat. Penelitian ini menyelidiki seluk beluk 

persepsi publik mengenai perselisihan antara nelayan dan KKP, berkonsentrasi pada cara 

praktik penegakan hukum, wacana keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan mata 

pencaharian nelayan. Diartikulasikan dan diperebutkan dalam arena publik digital. Jenis 

penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dan analisis data diolah dengan Nvivo15, 

dengan 211 narasi publik, mengenai insiden penegakan hukum perikanan. Temuan 

menunjukkan bahwa reaksi publik dibentuk tidak hanya oleh masalah kepatuhan terhadap 

peraturan, tetapi juga oleh persepsi ketidakadilan, luapan emosi sosial, dan kerentanan 

struktural yang dihadapi oleh nelayan skala kecil. Sementara konsep perlindungan lingkungan 

dan pengelolaan perikanan berkelanjutan diakui dalam wacana publik, topik-topik seperti itu 

sering dimasukkan dibawah imperatif keamanan mata pencaharian dan tuntutan untuk 
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keadilan sosial. Penelitian ini menyatakan bahwa konflik perikanan tidak dapat dipahami 

secara komprehensif semata-mata melalui kerangka hukum kelembagaan, ini memerlukan 

pemeriksaan sebagai fenomena sosial yang secara intrinsik terkait dengan emosi kolektif, 

identitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Wawasan ini 

meningkatkan wacana tentang tata kelola sosio ekologis dengan menggarisbawahi perlunya 

praktik penegakan hukum partisipatif, komunikatif, dan dilegitimasi sosial yang 

mendamaikan tujuan konservasi laut dengan ketahanan sosial ekonomi masyarakat pesisir. 

Kata kunci: tata kelola perikanan pesisir, konflik perikanan, nelayan skala kecil, persepsi 

publik, analisis wacana digital 

 

PENDAHULUAN 

Wilayah pantai di Kecamatan  Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan 

seluas -315 km2 (5,49% dari luas Kabupaten) yang mayoritas masyarakat bergantung 

pada nelayan tangkap. (https://langgam.id/kecamatan-linggo-sari-baganti-

kabupaten-pesisir-selatan/). Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupaya 

meningkatkan produksi perikanan laut dengan memberikan bimbingan dan 

dukungan kepada nelayan melalui penyediaan alat perikanan, yang disebarluaskan 

melalui pembentukan kelompok perikanan yang dirancang untuk meningkatkan 

koordinasi dan pengawasan. Direktur Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) 

Pesisir Selatan, Edwil Noer, mengartikulasikan bahwa hasil penangkapan Ikan di 

wilayah ini telah menunjukkan fluktuasi selama bertahun-tahun, rata-rata sekitar 

25.000 ton per tahun, meskipun potensi berkelanjutan sumber daya perikanan laut 

diperkirakan mencapai 95.000 ton per tahun 

(https://www.berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/edwil-:-nelayan-pessel-

diberikan-bimbingan-dan-bantuan-peralatan-tangkap). 

Penelitian Li and Liu, 2022, menjelaskan bahwa Di Cina, perikanan laut 

mengalami fase penting yang ditandai dengan kemajuan berkualitas tinggi, dengan 

inovasi pendorong utama. Industri perikanan menunjukkan kapasitas yang luar biasa 

untuk tingkat produksi yang tinggi, terlepas dari penurunan populasi Ikan, yang 

disebabkan oleh peningkatan intensitas kegiatan penangkapan Ikan ditambah 

dengan kemampuan reproduksi spesies, yang secara bersamaan menimbulkan risiko 

eksploitasi berlebihan yang signifikan. Penelitian AftabUddin et al. 2021, 

menjelaskan, di Bangladesh akuakultur laut sebagai komponen fundamental dari 

ekonomi biru, memanfaatkan lautan untuk mempromosikan pembangunan 

berkelanjutan. Khususnya di dalam hamparan perairan chalan beel, upaya 

penangkapan Ikan dibentuk oleh variasi musiman, keanekaragaman spesies Ikan 

yang ada, dan penerapan berbagai peralatan penagkapan Ikan yang semuanya 

memiliki dampak langsung pada keberlanjutan sumber daya Ikan. Penelitian Ulega et 

al. 2023, menjelaskan bahwa di Tanzania, pembentukan kawasan lindung laut 

memberikan pengaruh penting pada komposisi komunitas Ikan, di mana daerah yang 

dilindungi cenderung menampung populasi Ikan, yang lebih matang dan stabil secara 

ekologis, meskipun dalam jumlah yang berkurang relatif terhadap zona yang tidak 

dilindungi. 

Berbeda dari penelitian di atas Penelitian ini dirancang untuk menyelidiki 

persepsi publik tentang konflik yang muncul antara nelayan dan penegakan hukum 

https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/visa/11214
https://langgam.id/kecamatan-linggo-sari-baganti-kabupaten-pesisir-selatan/
https://langgam.id/kecamatan-linggo-sari-baganti-kabupaten-pesisir-selatan/
https://www.berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/edwil-:-nelayan-pessel-diberikan-bimbingan-dan-bantuan-peralatan-tangkap
https://www.berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/edwil-:-nelayan-pessel-diberikan-bimbingan-dan-bantuan-peralatan-tangkap


VISA: Journal of Visions and Ideas 
Vol 5 No 3 (2025)   1587–1601   E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 

DOI: 47467/visa.v5i3.11214 
 

1589 | Volume 5 Nomor 3 2025 
 

perikanan, terutama melalui wacana yang berubah dalam platform digital, di mana 

perselisihan tersebut tidak hanya ditafsirkan melalui lensa kepatuhan peraturan, 

tetapi juga merangkum gesekan antara imperatif konservasi lingkungan laut dan 

kebutuhan ekonomi nelayan, dengan fokus khusus pada operator skala kecil. Dalam 

kerangka ini, penelitian mengeksplorasi faktor-faktor yang membentuk persepsi 

publik mengenai metodologi penegakan hukum perikanan, mengidentifikasi masalah 

dan tema utama yang muncul dalam wacana publik, meneliti pengaruh emosi sosial, 

seperti kemarahan dan rasa ketidakadilan yang dirasakan, dan menganalisis 

bagaimana tema keberlanjutan lingkungan laut diartikulasikan dan diprioritaskan 

relatif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan dalam lanskap 

dinamis wacana publik. 

Upaya penelitian ini berusaha untuk secara cermat mengevaluasi persepsi 

publik mengenai konflik diantara nelayan dan penegakan peraturan perikanan 

melalui analisis wacana digital, yang mencakup identifikasi tema dan narasi dominan 

yang muncul, meneliti interaksi antara metodologi penegakan hukum dan respon 

emosional masyarakat, serta menilai sejauh mana isu-isu perlindungan ekosistem 

laut menerima perhatian yang meningkat dalam wacana publik. Realiasi tujuan 

tersebut diantisipasi untuk menghasilkan kontribusi teoritis dengan menyatakan 

konflik seputar pengelolaan sumber daya perikanan tidak dapat dipahami semata-

mata melalui kerangka hukum konvesional, sebaliknya mereka harus ditafsirkan 

sebagai fenomena sosial yang dibentuk oleh persepsi, emosi kolektif, dan konstruksi 

makna. Dalam hal implikasi praktis dan orientasi kebijakan, temuan penyelidikan ini 

diharapkan berfungsi sebagai referensi berharga bagi tenaga penegak hukum dan 

pembuat kebijakan dalam menumbuhkan kerangka kerja yang lebih komunikatif, 

memelihara, adil, dan partisipatif untuk pengelolaan perikanan, sehingga mengurangi 

eskalasi konflik, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempertahankan 

keseimbangan antara kesejahteraan nelayan dan konservasi sumber daya laut. 

 

TINJAUAN LITERATUR 

1. Isu Sosial–Ekonomi Nelayan 

Konflik dalam sektor perikanan tidak semata-mata berlabuh dalam 

persaingan untuk eksploitasi sumber daya, melainkan mereka juga secara 

signifikan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi yang menginformasikan 

dinamika di antara para pemangku kepentingan, kerangka sosial populasi pesisir, 

serta  perumusan dan pelaksanaan strategi tata kelola perikanan. Ketika kebijakan 

atau praktik pengelolaan perikanan dianggap membahayakan identitas dan 

legitimasi nelayan, ketegangan sosial biasanya meningkat (Arias and Maris 2023, 

Iwane et al. 2021). Kebijakan perikanan yang mengabaikan pengetahuan lokal, 

keadilan dan batas-batas ekologis memiliki kapasitas untuk mengintensifkan 

konflik. Mengatasi konflik, perikanan memerlukan kerangka kebijakan yang 

inklusif, partisipatif, dan adil secara ekologis  (Álvarez et al. 2016, Lo et al. 2023,  

Seto 2023, Santos 2020, Truchet Daniela María 2018). Konflik perikanan sering 

mengakar dalam pencarian pengakuan, legitimasi, dan perlindungan identitas 
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nelayan, disamping perbedaan nilai-nilai budaya antara komunitas lokal dan 

kepentingan individu (Arias and Maris 2023, Lam et al. 2019). 

Persepsi ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan, kelangkaan dialog 

antara nelayan dan badan pengatur, serta persaingan antara nelayan skala kecil 

dan perusahaan perikanan skala besar sering memperburuk ketegangan dalam 

masyarakat. Semakin diperumit oleh tekanan politik, intervensi negara melalui 

peraturan dan subsidi, dan dampak perubahan lingkungan dan iklim pada 

ketersediaan sumber daya ikan (Iwane et al. 2021, Spijkers 2017, Kelman 2020,  

Nilsson et al. 2019, Seto 2023). Konflik muncul ketika kebijakan atau praktik 

manajemen eksternal berbenturan dengan tradisi lokal (Fratsea 2022, 

Hammerstein, Gehrig, and Schlu 2019). Kebijakan harus memperluas dukungan 

kepada ekonomi lokal dan memperkuat jaringan kolaboratif di antara nelayan, 

untuk memastikan keberlanjutan mata pencaharian, disamping pelaksanaan 

manajemen adaptif yang diinformasikan sains, sehingga membuat alokasi sumber 

daya lebih gesit dan mengurangi konflik diantara para pemangku kepentingan 

(Kaya Ivonne Raystika Gretha 2023, Bailey 2020).  

2. Keberlanjutan Sumber Daya Laut 

Keberlanjutan sumber daya laut merupakan masalah yang kompleks karena 

saling ketergantungan yang rumit antara faktor ekologi, ekonomi dan sosial dalam 

pemanfaatan dan tata kelola (González 2016). Ancaman utama terhadap 

keberlanjutan laut meliputi penangkapan ikan yang berlebihan, perubahan iklim, 

kontaminasi lingkungan, dan tata kelola kelautan yang tidak memadai, yang secara 

kolektif memperburuk kerusakan ekosistem laut (Nilsson et al. 2019). Fenomena 

penangkapan ikan yang berlebihan telah memicu pengurangan populasi ikan dan 

kerusakan habitat laut, sehingga memerlukan penerapan pendekatan pengelolaan 

yang lebih berkelanjutan, seperti pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan 

penegakan kuota tangkapan yang diatur (González 2016,  Nilsson et al. 2019). 

Perubahan iklim, yang ditandai dengan peningkatan suhu laut, pengasaman 

laut, dan perubahan salinitas, telah menganggu keseimbangan ekosistem sekaligus 

mempengaruhi distribusi dan produktivitas organisme laut (Monteiro 2016). 

Polusi yang dihasilkan dari kegiatan industri dan pengenalan spesies invasif 

semakin membahayakan keanekaragaman hayati laut, memerlukan peraturan 

yang ketat dan sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan keberlanjutan 

sumber daya laut jangka panjang (González 2016, Haihui Yao, Jianping Huang 

2023). Strategi pengelolaan berkelanjutan yang berkaitan dengan sumber daya 

laut harus dilksanakan melalui metodologi terintegrasi dan berorientasi jangka 

panjang untuk memastikan kesehatan dan produktiitas ekosistem. Metodologi 

yang dominan adalah manajemen berbasis ekosistem, karena tidak hanya 

menekankan sumber daya ikan tetapi juga memperhitungkan ekosistem laut 

holistik bersama dengan dampak kegiatan antropogenik melalui prioritas 

konservasi dan regulasi pemanfaatan sumber daya (González 2016,  Nilsson et al. 

2019). 

Penerapan sistem pemantauan berbasis data di samping teknologi real time 

memfasilitasi peningkatan presisi dalam penilaian dinamika populasi ikan dan 
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vitalitas ekosistem, sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih 

bijaksana (Mo Bi, Zhenke Zhang, Xinya Guo 2023). Keterlibatan masyarakat lokal 

dan pemangku kepentingan juga penting, karena dapat meningkatkan kepatuhan, 

menumbuhkan rasa memiliki, dan meningkatkan dukungan untuk kebijakan 

konservasi, terutama melalui promosi ekowisata yang menghasilkan keuntungan 

ekonomi sambil menegakkan keberlanjutan lingkungan (Harahab, Riniwati, and 

Utami 2021). Ekosistem laut menunjukkan potensi yang cukup besar untuk 

pemulihan alam ketika didukung oleh strategi konservasi yang sesuai, sehingga 

memberikan populasi dan habitat laut peluang subtansial untuk pemulihan jangka 

panjang (Duarte et al. 2020). Paradigma ekonomi biru menyajikan kerangka 

pembangunan yang mendamaikan kemajuan ekonomi dengan perlindungan 

lingkungan laut, berfungsi sebagai dasar untuk eksploitasi sumber daya laut yang 

berkelanjutan (Bax et al. 2022). 

3. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi terhadap Perikanan 

Kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan sektor 

perikanan memainkan peran penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya 

laut untuk memastikan keberlanjutan sambil secara bersamaan menangani 

kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penerapan praktis dari 

kebijakan ini sering menghasilkan konsekuensi yang bervariasi tergantung pada 

konteks sosial dan ekologi yang berbeda dari masing-masing negara. Dalam 

konteks Indonesia, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 dirumuskan 

untuk memfasilitasi pelaksanaan kerangka strategis nasional untuk sektor 

kelautan dan perikanan, implementasi yang sebenarnya telah memicu 

kekhawatiran masyarakat mengenai potensi degradasi kelestarian lingkungan 

laut (Rohani, Fasyehhudin, and J 2023). Peraturan menteri kelautan dan perikanan 

nomor 17/PERMEN-KP/2021, melarang ekspor benih lobster, bertujuan untuk 

menjaga kelangsungan hidup populasi lobster yang sebelumnya telah terancam 

oleh penangkapan ikan yang berlebihan dan praktik pengelolaan yang tidak 

memadai (Widagdo 2023). Penegakan moratorium kegiatan perizinan dan 

transshipping telah mengakibatkan pengurangan operasi penangkapan dan 

pengolahan tuna, yang pada gilirannya berdampak buruk pada prospek lapangan 

kerja dan volume ekspor dalam sektor perikanan nasional (Sukarsih, Zulbainarni, 

and Jahroh 2019). 

Kebijakan perikanan di berbagai negara menunjukkan upaya yang 

bertujuan untuk mendamaikan peningkatan produksi, prinsip-prinsip 

keberlanjutan lingkungan, dan pertimbangan sosial ekonomi, meskipun 

pelaksanaan kebijakan terus menghadapi banyak hambatan. Di Bangladesh, 

kebijakan perikanan nasional 1998 dirumuskan dengan tujuan meningkatkan 

produksi perikanan sambil menjaga keseimbangan ekologis, tetap dilanda 

masalah eksploitasi berlebihan dan penegakan hukum yang tidak memadai, 

sehingga memerlukan revisi kebijakan untuk memastikan bahwa pertumbuhan 

sektor perikanan berkelanjutan (Shamsuzzaman et al. 2022). Di Inggris pasca-

Brexit, kebijakan perikanan diantisipasi untuk memberikan otonomi peraturan 

dan peningkatan kuota tangkapan, aktualisasi harapan ini kurang optimal, karena 
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akses untuk kapal UE ke perairan inggris tetap ada, dan peningkatan kuota relatif 

sederhana, yang berpuncak pada ketidakpuasan diantara pemangku kepentingan 

dalam industri perikanan (Stewart et al. 2022). 

Bersamaan itu di Brasil, evolusi kebijakan publik dan reformasi 

kelembagaan selama beberapa dekade telah menunjukkan dampak besar pada 

perkembangan industri perikanan, dengan keterlibatan negara menjadi penting 

dalam pengelolaan sumber daya dan benteng dalam sektor ini (Matos 2022). Di 

Amerika Serikat, interkoneksi antara kebijakan perikanan dan kebijakan 

kesehatan sangat signifikan karena keduanya mempengaruhi ketersediaan, 

aksesibilitas, dan pemanfaatan sumber daya pangan laut. Harmonisasi kedua 

domain kebijakan ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan 

mempromosikan praktik penangkapan ikan berkelanjutan (Love et al. 2017). 

4. Alat Tangkap Ikan  yang di Larang di Indonesia 

Indonesia telah menerapkan berbagai langkah legislatif untuk membatasi 

pemanfaatan peralatan penangkapan ikan tertentu sebagai sarana untuk 

melindungi ekosistem laut dan mempromosikan metodologi penangkapan ikan 

yang berkelanjutan, terutama melalui pembatasan pukat dan jaringan sen, yang 

telah didokumentasikan dapat menimbulkan kerusakan signifikan pada populasi 

ikan dan lingkungan laut (Saeful Kholika 2020, Kurniawan, Riyanto, and Santoso 

2017). Sesuai dengan kerangka hukum nasional yang ditetapkan, pemerintah 

memberlakukan hukuman pidana atas pembuatan, distribusi, dan penggunaan 

alat tangkapan ikan ilegal, disertai dengan pengenaan sanksi yang dapat 

mencakup denda hingga Rp.250.000.000,00, sebagaimana diatur dalam pasal 85A 

undang-undang nomor 45 tahun 2009, sehingga berfungsi sebagai tindakan 

perlindungan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut (Farida and 

Katimin 2023). Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2/Candy 

KP/2015, secara eksplisit melarang penggunaan pukat dan jaring tangat karena 

dampaknya yang merugikan terhadap ekosistem laut, sehingga peraturan ini 

berupaya menghasut efek jera dan mengharuskan penegakan hukum yang ketat 

dan konsisten untuk memfasilitasi kepatuhan efektif nelayan terhadap peraturan 

yang ditetapkan (Saeful Kholika 2020, Kurniawan, Riyanto, and Santoso 2017). 

Larangan pemanfaatan perangkap dan jaring snet di Indonesia telah 

terbukti memberikan pengaruh yang menguntungkan pada ekosistem laut, seperti 

yang diilustrasikan oleh kebangkitan awal populasi ikan dan peningkatan hasil 

tangkapan per unit usaha untuk spesies ikan tertentu setelah pelaksanaan 

kebijakan (Harlisa, Mustaruddin 2018). Penegakan kebijakan terus menjadi 

sasaran pemeriksaan kritis, karena segmen komunitas nelayan tetap 

menggunakan peralatan ilegl, yang menandakan kekurangan dalam penegakan 

hukum serta peran penting partisipasi masyarakat dalam memantau dan 

meningkatkan kepatuhan (A A Marimba, R Ambo-Rappe, Y A La Nafie 2019). 

Prevalensi kegiatan penangkapan ikan ilegal yang berkelanjutan mengakibatkan 

kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara, dengan perkiraan kerugian sekitar 

Rp. 30 triliun pertahun, sehingga menggarisbawahi perlunya penegakan hukum 

yang lebih ketat dan kolaborasi internasional yang efektif (Harliza, Michael, and 
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Belakang 2020). Selain konsekuensi ekologis, larangan ini membawa konsekuensi 

bagi dimensi sosial ekonomi, karena mempengaruhi mata pencaharian nelayan 

lokal, mengharuskan perumusan kebijakan yang mendukung dan strategi mata 

pencaharian alternatif untuk memastikan kesejahteraan berkelanjutan 

masyarakat pesisir selaras dengan inisiatif konservasi sumber daya laut (Joshua, 

Gede, and Wisana 2023). 

 

METODE PENELITIAN 

Investigasi ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka analisis 

wacana digital untuk meneliti persepsimasyarakat mengenai konflik di antara 

nelayan dan penegakan peraturan perikanan. Pilihan metode ini didasarkan pada 

kapasitasnya untuk menjelaskan konstruksi makna, narasi yang berlaku, dan respon 

afektif komunitas yang diartikulasikan dalam lingkungan diskursif digital. Fokus 

penelitian terdiri dari 211 komentar publik yang dikumpulkan dari outlet media 

digital yang mendokumentasikan contoh konflik di antara nelayan dan penegakan 

hukum perikanan. Komentar sengaja dipilih berdasarkan relevansi konten mereka, 

khususnya yang mencakup pendapat, evaluasi, da ekspresi yang mencerminkan sikap 

publik terhadap konflik yang sedang berlangsung. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak Nvivo15. Keseluruhan komentar diimpor 

keperangkat lunak sebagai unit analisis, kemudian menjalani proses analisis multi 

tahap. Awalnya, pengkodean terbuka dilakukan untuk menentukan istilah kunci dan 

pernyataan signifikan yang merangkum keprihatinan publik, emosi, dan persepsi. 

Setelah ini, hasil pengkodean awal diatur melalui pengkodean aksial, menghasilkan 

munculnya tema menonjol yang merangkum pola wacana dominan. 

Untuk meningkatkan ketahanan analisis, penelitian ini memasukkan 

fungsionalitas cloud kata untuk memisualisasikan frekuensi dan penekanan utama 

istilah yang ada dalam wacana publik, di samping kueri pengkodean matrix untuk 

memeriksa keterkaitan antara masalah penegakan hukum dan respon emosional 

penduduk. Tahap penutup analisis terkonsentrasi pada interpretasi wacana untuk 

memahami bagaimana konflik di antara nelayan dianggap tidak semata-mata sebagai 

masalah hukum tetapi juga sebagai masalah yang berkaitan dengan keadilan sosial, 

kemakmuran ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya laut. Integrasi data 

ditegakkan melalui praktik pengkodean yang konsisten dan penerapan beragam 

teknis analisis dalam Nvio15, sehingga memastikan bahwa temuan penelitian 

memiliki validitas interpretatif dan dapat dibuktikan dalam konteks akademis. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Sumber: diolah dengan Nvivo15 

 

Representasi  word cloud ini merangkum insiden yang melibatkan nelayan dan 

konflik yang berkaitan dengan peralatan maritim. Dimensi setiap kata menandakan 

frekuensi kemunculannya. Peningkatan ukuran kata berkorelasi dengan peningkatan 

penggunaan masyarakat. Istilah “nelayan” telah muncul sebagai istilah yang paling 

menonjol. Pengamatan ini menyiratkan bahwa titik fokus wacana publik dalam 

musyawarah ini adalah nasib dan status nelayan, terutama mereka yang terlibat 

dalam praktik skala kecil dan tradisional. Dominasi istilah ini membuktikan bahwa 

wacana yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan masalah pelanggaran hukum 

tetapi juga mencakup mata pencaharian dan kondisi eksistensial nelayan. 

Istilah “laut”, “orang”, dan “kita” juga menonjol dalam wacana ini. Fenomena ini 

mencerminkan adanya sentimen kolektif yang memandang laut sebagai sumber daya 

komunal dan sumber makanan penting bagi penduduk, bukan hanya domain yang 

diatur secara ketat oleh peraturan negara. Penggabungan istilah “kita” menandakan 

investasi emosional yang mendalam dan rasa solidaritas komunal terhadap 

penderitaan nelayan. Istilah-istilah seperti “tangkap”, “aturan”, “alat”, dan “pukat” 

muncul, menunjukkan bahwa dialog publik secara bersamaan berorientasi pada isu-

isu penegakan hukum dan pemanfaatan peralatan penangkapan ikan terlarang. 

Kehadiran istilah seperti “destruktif”, “ekosistem” dan “sumber daya” menunjukkan 

segmen kesadaran publik mengenai keharusan mempertahankan lingkungan laut. 

Pertemuan istilah-istilah ini menjelaskan keberadaan dua persektif dominan 

dalam komentar publik, khususnya antara advokasi untuk penegakan peraturan yang 

bertujuan melestarikan ekosistem laut dan pertahankan nelayan yang dianggap 

sebagai individu terpinggirkan yang berjuang untuk mata pencaharian mereka. Dari 

analisis word cloud, dapat menyimpulkan bahwa persepsi publik tentang kegiatan 

nelayan di lingkungan laut beragam. Wacana ini melampaui pertimbangan hukum 
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belaka untuk mencakup kerangka sosial, kesejahteraan penduduk, dan keberlanjutan 

sumber daya laut. Keunggulan istilah “nelayan”, dan “orang” menandakan bahwa 

konflik yang timbul ditafsirkan oleh masyarakat sebagai masalah struktural yang 

berkaitan dengan hak atas kehidupan nelayan dan tata kelola laut sebagai jalur 

kehidupan bersama. Bersamaan dengan itu, muncul istilah yang berkaitan dengan 

peraturan dan degrasi lingkungan menunjukkan kesadaran bahwa, sementara 

penegakan hukum dianggap perlu, hal itu diantisipasi untuk dilakanakan secara adil 

dan bijaksana, tanpa membahayakan nelayan skala kecil. 

 

 
Sumber: diolah dengan Nvivo15 

 

Temuan dari matrix coding query yang digunakan untuk memeriksa interaksi 

antara masalah dominan dan respon atau persepsi komunitas seperti yang 

diartikulasikan dalam komentar publik. Sumbu horizontal menggambarkan frekuensi 

referensi pengkodean, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan kategori masalah 

dan subtema yang muncul dari prosedur pengkodean data. Batang yang diperluas 

menandakan bahwa masalah tertentu lebih sering dibahas dan menunjukkan korelasi 

yang kuat dengan respon publik tertentu. Dari representasi grafis ini, terbukti bahwa 

kategori “kemarahan dan perlawanan nelayan” menempati posisi yang paling 

menonjol. Ini menunjukkan bahwa manifestasi emosi, terutama kemarahan dan 

perlawanan, telah menjadi reaksi sosial utama terhadap terjadinya pelarian maritim. 

Subtema “aksi pembakaran kapal sebagai bentuk protes” juga menunjukkan 

sejumlah besar rujukan. Temuan ini menyiratkan bahwa komunitas tertentu 

menganggap tindakan ini tidak hanya sebagai tindak pidana, tetapi lebih sebagai 

simbol ketidakpuasan dan oposisi yang pedih terhadap pihak berwenang. Kategori 

“ketidakadilan dalam penegakan hukum”, “diskriminasi terhadap nelayan lokal”, dan 

“penggerebekan yang dianggap memberatkan rakyat”, menunjukkan prevalensi yang 

relatif tinggi. Hal ini menunjukkan persepsi yang jelas bahwa ti dakan penegakan 

hukum dianggap tidak adil, tidak konsisten, dan memberatkan secara tidak 

proporsional bagi nelayan skala kecil dibandingkan dengan pemangku kepentingan 

lainnya. 
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Kekhawatiran mengenai hukuman, pemerasan, dan citra publik pejabat 

penegakan hukum juga muncul secara mencolok, menyoroti berkurangnya tingkat 

kepercayaan publik terhadap otoritas ini. Bersamaan dengan itu, subtema mengenai 

dampak ekologis dari pukat, rekomendasi untuk adopsi alat tangkapan ikan yang 

berkelanjutan secara lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya laut muncul 

dengan frekuensi yang lebih rendah, namun masih menunjukkan tingkat kesadaran 

publik mengenai pertimbangan lingkungan. Di segmen bawah grafik, kategori 

“seruan untuk tindakan dan solusi” serta “pemerintah harus mendorong, bukan 

menghukum” dapat diamati. Meskipun volume referensi tidak sepenting yang 

berkaitan dengan konflik, kemunculan kategori ini menandakan antisipasi publik 

untuk pendekatan yang lebih persuasif dan berorientasi solusi dari entitas 

pemerintah. 

Dari temuan yang diperoleh diilustrasikan dalam gambar, dapat disimpulkan 

bahwa persepsi publik tentang praktik nelayan sebagian besar dicirikan oleh emosi 

kemarahan, rasa ketidakadilan, dan perlawanan sosial. Konflik yang dihadapi tidak 

hanya dianggap sebagai pelanggaran undang-undang hukum tetapi ditafsirkan 

sebagai agregasi ketidakpuasan dengan pola penegakan hukum, praktik 

diskriminatif, dan tekanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh nelayan. Korelasi yang 

jelas antara isu-isu yang  berkaitan dengan penegakan hukum dan emosi kemarahan 

dan perlawanan menunjukkan bahwa tindakan represif cenderung memperburuk 

konflik. Meskipun hal-hal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan 

penggunaan alat tangkap ramah lingkungan masih diakui, mereka belum muncul 

sebagai fokus utama dalam kesadaran publik. Hasil analisis ini memerkuat gagasan 

bahwa pengelolaan perikanan dan sumber daya laut memerlukan penegakan hukum 

yang adil, konsisten, dan mendukung untuk mencegah eskalasi konflik sosial yang 

lebih luas dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas 

pemerintah. 

1. Pola Wacana Dominan dalam Persepsi Publik 

Hasil yang diperoleh dari analisis wacana digital yang mencakup 211 

komentar publik mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat mengenai konflik 

di antara nelayan dan penegakan peraturan perikanan dipengaruhi oleh iteraksi 

rumit antara motiasi ekonomi, kesetaraan sosial, dan kedaran ekologis. Visualisasi 

awan kata yang dihasilkan menggunakan Nvivo15 menggambarkan dominasi 

istilah “nelayan” sebagai itemleksikal yang paling berulang. Hasil ini menunjukkan 

bahwa penekanan utama wacana publik melampaui pertimbangan hukum belaka, 

alih-alih berkonsentrasi ada kondisi kehidupan dan rezeki ekonomi nelayan, 

dengan fokus khusus pada mereka yang terlibat dalam praktik penangkapan Ikan 

skala kecil. 

Munculnya istilah tambahan seperti “laut, orang, dan, kita” menandakan 

pemahaman kolektif yang memandang ruang laut sebagai sumber daya bersama 

dan fondasi untuk mata pencaharian komunal. Penggunaan kata ganti kolektif 

menunjukkan keterlibatan emosional dan rasa solidaritas publik yang diarahkan 

kepada nelayan, yang dianggap sebagai demografis yang terpinggirkan dalam 

kerangka kebijakan perikanan dan penegakan hukum. Dalam kerangka ini, konflik 
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dikonseptualisasikan tidak hanya sebagai pelanggaran individu, tetapi sebagai 

perhatian sistematik yang berkaitan dengan hak untuk keberadaan dan alokasi 

sumber daya yang adil. Pada saat yang sama, munculnya terminologi seperti 

regulasi, penangkapan, instrumen, dan jaring menunjukkan bahwa penduduk 

tidak sepenuhnya menolak tata kelola perikanan. Sebaliknya, wacana yang 

berkembang menunjukkan pengakuan akan pentingnya kerangka peraturan, 

meskipun disertai dengan ketentuan bahwa langkah-langkah penegakan 

diaksanakan secara adil dan tidak merugikan nelayan. Prevalensi istilah-istilah 

seperti ekosistem, merugikan, dan sumber daya menandakan bahwa kesadaran 

akan paradigma keberlanjutan leingkungan telah meresap ke dalam wacana 

publik, meskipun belum mendominasi narasi. 

2. Emosi Sosial dan Persepsi Ketidakadilan Penegakan Hukum 

Temuan yang berasal dari penyelidikan pengkodean matrix 

mengungkapkan bahwa emosi kemarahan dan pembangkangan adalah reaksi 

yang paling menonjol dalam komentar publik. Motif “kemarahan dan 

pembangkangan diantara nelayan”, munculnya dengan intensitas tertinggi, 

menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum penangkapan Ikan dianggap 

sebagai tindakan menindas yang mengintensifkan perselisihan sosial. Ekspresi 

emosional ini tidk terisolasi tetapi angat berkorelasi dengan subtema 

ketidakadilan, diskriminasi terhadap nelayan lokal, serta operasi yang dianggap 

memberatkan terhadap kominitas yang terpinggirkan. 

Subtema mengenai tindakan membakar kapal sebagai cara protes muncul 

sebagai simbol pembangkangan kolektif. Dalam wacana publik, tindakan-tindakan 

ini tidak selalui dibingkai sebagai kejahatan yang tegas, melainkan sebagai 

manifestasi frustasi yang diarahkan pada aparat penegakan hukum yang dianggap 

tidak responsif terhada realitas sosial ekonomi nelayan. Interpretasi ini 

mengindikasikan bahwa publik cenderung menafsirkan konflik melalui lensa 

kesenjangan kekuasaan antara entitas pemerintah dan masyarakat Pasar Lama 

Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Selain 

itu, kekhawatiran terkait dengan tindakan hukuman, pemerasan, dan persepsi 

buruk dari petugas penegak hukum menggarisbawahi krisis kepercayaan publik 

terhadap lembaga-lembaga negara. Keyakinan bahwa hukum diterapkan secara 

kolektif dan tidak menentu memperkuat narasi ketidakadilan, yang pada 

gilirannya, memperburuk perlawanan sosial. Pengamatan ini mendukung gagasan 

bahwa legitimasi penegakan hukum sebagian besar bergantung pada persepsi 

publik tentang kesetaraan dan transparansi. 

3. Memposisikan Masalah Lingkungan dalam Wacana Publik 

Topik keberlanjutan lingkungan dan dampak ekologis dari praktik 

penangkapan Ikan yang merusak hadir dalam wacana publik, prevalensinya relatif 

berkurang dan relatif terhadap tema konflik dan ketidakadilan. Masyarakat 

menunjukkan kesadaran bahwa metode penangkapan Ikan tertentu dapat 

memengarhi ekosistem laut, ditambah dengan dukungan untuk adopsi peralatan 

penangkapan Ikan yang lebih sehat secara ekologis. Masalah ini sering diturunkan 

ke status sekunder ketika disandingkan dengan imperatif ekonomi dan kebutuhan 
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mata pencaharian nelayan. Keadaan ini menyiratkan adanya ketegagan diskursif 

antara konservasi lingkungan dan kesejahteraan nelayan. Masyarkat tidak secara 

tegas menolak agenda konserasi, melainkan menuntut agar kebijakan lingkungan 

diberlakukan tanpa paksaan dan mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi 

oleh nelayan skala kecil. Akibatnya, keberlanjutan lingkungan 

dikonseptualisasikan sebagai aspirasi kolektif yang harus dikejar melalui metode 

persuasif dan partisipatif, bukan secara ekslusif melalui hukuman hukum. 

4. Implikasi Sosial dan Kebijakan 

Temuan menunjukkan bahwa diantara nelayan dan penegakan hukum 

perikanan dianggap oleh publik sebagai fenomena sosial yang dijiwai dengan 

emosi, ketidaksetaraan, dan negosiasi makna. Penegakan hukum yang didasarkan 

pada tindakan represif cenderung memperburuk perasaan marah dan 

perlawanan, sementara pendekatan komunikatif dan adil dianggap lebih mahir 

dalam mengurangi konflik. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan perikanan 

tidak dapat dibebaskan dari dimensi sosial dan emosional masyarakat Pasar Lama 

Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. 

Penegakan hukum yang efektif memerlukan legitimasi sosial, yang hanya dapat 

dikembangkan melalui transparansi, keadilan, dan keterlibatan aktif nelayan 

sebagai peerta dalam pembuatan kebijakan. Keseimbangan antara konservasi 

sumber daya laut dan menjaga kesejahteraan nelayan sangat penting dalam 

perumusan kebijakan perikanan yang berkelanjutan dan adil. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menjelaskan bahwa perselisihan antara nelayan skala kecil dan 

aparat penegak hukum perikanan merupakan fenomena sosio ekologis yang berasal 

dari ketidakseimbangan antara tujuan konservasi laut dan kebutuhan adaptif 

masyarakat pesisir. Menggunakan analisis wacana digital, penelitian ini 

meningkatkan pemahaman tentang cara dimana persepsi publik, sentimen kolektif, 

dan identitas sosial mempengaruhi reaksi terhadap praktik penegakan hukum dalam 

kerangka sosio ekologis pesisir. Hasilnya menunjukkan bahwa sementara 

pengamanan ekosistem laut diakui sebagai kepentingan bersama, tekanan yang 

terkait dengan keberlanjutan mata pencaharian sering muncul sebagai faktor 

dominan dalam karakterisasi perselisihan perikanan. Pengelolaan berkelanjutan 

sumber daya pesisir dan perikanan tidak dapat didasarkan semata-mata pada 

kerangka peraturan, melainkan diperlukan metodologi adaptif yang secara 

bersamaan mencakup dimensi sosial, ekologi, dan kelembagaan. Praktik penegakan 

yang selaras dengan konteks lokal dan melibatkan pemangku kepentingan 

masyarakat memiliki kapasitas untuk meningkatkan ketahanan sosio ekologis sambil 

memperkuat tujuan konservasi jangka panjang. Disarankan agar penelitian yang akan 

datang menyelidiki seluk beluk konflik perikanan dalam kerangka sistem sosio 

ekologis yang lebih luas, menggabungkan pengaruh transformasi lingkungan, media 

digital, dan kemampuan adaptif komunitas pesisir dalam perumusan tata kelola laut 

yang berkelanjutan. 
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